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PENGANTAR 

Tujuan Panduan InI 
Susut dan Limbah Pangan (FLW) adalah salah satu tantangan terbesar sistem makanan yang kita hadapi saat 
ini. Diperkirakan sepertiga dari makanan yang diproduksi secara global pada akhirnya susut atau dijadikan 
limbah dalam rantai pasokan.1 Ini berarti sekitar 1,3 milyar ton makanan setiap tahun berakhir di tempat 
penimbunan akhir.2 Pada saat yang sama, data terkini menunjukkan bahwa antara 720 hingga 811 juta orang 
mengalami kelaparan di tahun 20203 dan lebih dari 2 milyar orang tidak dapat secara teratur mengakses 
makanan yang sehat dan bergizi di tahun 2019.4 Kebijakan-kebijakan publik yang dipertimbangkan dengan 
baik dapat membantu menangani tren-tren yang mengganggu ini dan mendukung ketahanan sistem makanan, 
membantu penyelamatan pangan untuk manfaat sosial dan memitigasi kerugian lingkungan hidup yang 
diakibatkan oleh produksi dan susut yang berlebihan. 

FLW terjadi pada setiap tahap rantai pasokan dan menghasilkan kerugian sangat besar secara sosial, 
lingkungan hidup dan ekonomi: makanan yang pada akhirnya susut atau dijadikan limbah mempunyai jejak 
karbon sebesar 3,3 gigaton,5 menggunakan sekitar 28% lahan pertanian6 dan mengakibatkan 8% atau 70 
milyar ton total emisi gas rumah kaca global.7 Secara keseluruhan, biaya kerugian ini diperkirakan sebesar 
13,6 kuadrilyun rupiah (Rp) atau sekitar US$940 milyar setiap tahun.8 Sementara itu, antara 720 hingga 811 
juta orang mengalami kekurangan gizi dan satu dari sembilan mengalami kerawanan pangan.9 Masyarakat 
internasional telah berusaha menanggulangi paradoks ini dan melakukan mobilisasi pengurangan limbah 
pangan, khususnya dalam kerangka kerja Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030/Agenda for Sustainable 
Development 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 12.3/Sustainable Development Goal 12.3.10 

Di banyak negara, sumbangan makanan sudah bertumbuh sebagai solusi yang populer dan logis untuk 
mengalihkan kelebihan makanan secara aman yang tadinya harus dibuang ke TPA kepada orang-orang 
yang paling membutuhkannya. Kebanyakan sumbangan makanan difasilitasi melalui food bank atau 
organisasi-organisasi amal swadaya masyarakat lainnya yang menyelamatkan makanan baik dan berlebih 
serta mengalihkannya ke badan-badan penerima setempat (seperti soup kitchen, shelter dan dapur-dapur 
umum) untuk memberi makanan kepada orang-orang berpenghasilan rendah yang rawan pangan. Seiring 
dengan menaiknya kerawanan pangan dan FLW, model-model baru yang inovatif untuk penyelamatan pangan 
bertumbuh di seluruh dunia.

Namun demikian, ada beberapa ketidakpastian seputar undang-undang dan regulasi yang paling terkait 
dengan sumbangan makanan. Untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling mendesak, 
Harvard Law School Food Law and Policy Clinic (FLPC) dan Global FoodBanking Network (GFN) bermitra untuk 
membuat Global Food Donation Policy Atlas.11 Peta kemitraan yang inovatif ini memetakan undang-undang 
dan kebijakan yang memengaruhi sumbangan di berbagai negara di seluruh dunia. Proyek ini bertujuan 
untuk mengidentifikasikan dan menjelaskan undang-undang nasional terkait dengan sumbangan makanan,  
menganalisis rintangan-rintangan hukum yang paling umum terhadap sumbangan makanan, dan berbagi 
praktik-praktik terbaik serta berbagai rekomendasi untuk mengatasi rintangan-rintangan itu.
 
Panduan Hukum ini berfokus pada Indonesia, di mana ada sebanyak 48 juta ton makanan dijadikan 
limbah setiap tahun, mengakibatkan kerugian ekonomi yang diperkirakan sebesar Rp. 213 trilyun hingga 
Rp. 551 trilyun (US$15 hingga $39 milyar) (setara dengan 4% hingga 5% produk domestik bruto Indonesia) 
dan kerawanan pangan yang tersebar luas yang mengganggu kesehatan dan keselamatan penduduk.12 
Dengan bekerja sama dengan para mitra di Indonesia,13 FLPC dan GFN mengembangkan sumber daya ini 
untuk membantu food bank, penyalur ulang makanan amal dan para perantara lainnya (untuk selanjutnya 
secara bersama disebut sebagai “organisasi-organisasi penyelamat pangan”) dan donor makanan memahami 
kerangka kerja hukum yang terkait yang berdampak pada limbah pangan dan upaya-upaya sumbangan di 
Indonesia. Panduan Hukum ini juga berfungsi selaku sumber daya bagi para individu dan lembaga di negara-
negara lain yang mencari masukan untuk undang-undang dan kebijakan sumbangan makanan mereka sendiri.
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Setelah menyajikan komentar awal mengenai susut dan penyelamatan pangan di Indonesia, Panduan Hukum 
ini memberikan tinjauan umum terhadap kerangka kerja hukum yang paling relevan pada sumbangan 
makanan pada tingkat nasional dan lokal. Bagian berikut mencermati secara lebih mendalam undang-undang 
yang berlaku secara umum untuk sumbangan makanan: undang-undang dan peraturan keamanan pangan, 
undang-undang pelabelan makanan, undang-undang “Orang Baik” atau perlindungan liabilitas, insentif pajak 
untuk sumbangan makanan dan/atau disinsentif kebijakan pajak, undang-undang pengalihan pemborosan 
yang memberi sanksi pada limbah pangan atau yang mewajibkan hibah dan insentif untuk sumbangan, dan 
undang-undang lainnya yang terkait dengan mitigasi limbah pangan dan sumbangan makanan. Sejauh mana 
Indonesia mengembangkan dan kemudian menjalankan kerangka kerja hukum ini dibandingkan dengan 
negara lain mungkin saja bervariasi.

KondIsI Kerawanan Pangan, susuT Pangan, lImbahdan 
PenyelamaTan Pangan dI IndonesIa

Kebijakan-kebijakan untuk mencegah susut dan limbah pangan serta mendorong sumbangan makanan 
mendapatkan kepentingan baru ketika kondisi sosioekonomi negara meneruskan kerawanan pangan, 
khususnya di antara orang-orang yang paling rentan. Ini adalah kasus di Indonesia, di mana mahalnya makanan 
dan ketidaksetaraan akses pada makanan menciptakan kondisi di mana hampir 20 juta orang (atau 8% dari 
jumlah penduduk) tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dasar mereka.14

Kerawanan pangan tersebar luas di Indonesia. Lebih dari 9% rakyat negara itu mengalami kelaparan kronis,15 
dan stunting dialami oleh lebih dari sepertiga kanak-kanak usia balita.16 Kerawanan pangan tersebar secara 
tidak merata di seluruh negeri, dengan tingkat yang lebih tinggi di kawasan pedesaan di bagian timur negara 
kepulauan ini, jauh dari pusat perkotaan utama negara dan ibukota Jakarta.17  

Kerawanan pangan Indonesia yang tersebar luas dan yang tidak sama berpangkal dari perbedaan geografis 
dan faktor ekonomi. Sejumlah besar penduduk negara ini tersebar di lebih dari 17.000 pulau di mana banyak 
yang tinggal di komunitas pedesaan dengan infrastruktur yang terbatas.18 Selain itu, sekalipun Indonesian 
adalah eksportir net pertanian, ekonomi pertaniannya terfokus pada ekspor-ekspor seperti kopi, karet, kelapa 
dan kelapa sawit. Negara ini masih sangat tergantung pada impor untuk memasok banyak makanan pokok.19 
Misalnya, hampir seperempat daerah pedesaan tidak mampu menghasilkan tanaman pokok pada tingkat 
yang memadai seperti beras dan umbi-umbian pada tahun 2015.20 Mengandalkan impor mengakibatkan harga 
makanan yang sangat tinggi, memaksa banyak rumah tangga untuk membayar lebih dari 50% untuk bahan 
pokok dibandingkan dengan rakyat negara tetangga dengan sama.21  Tingginya harga makanan bersumbangsih 
pada kemiskinan yang terus menerus dan kerawanan pangan, khususnya di kawasan pedesaan.22

Sekalipun menghadapi tantangan-tantangan ini, Indonesia berkomitmen kuat terhadap ketahanan pangan. 
UUD Indonesia secara implisit mengakui hak untuk makan dan nutrisi melalui pengakuan terhadap hak 
untuk hidup dan kebutuhan dasar dalam Bab XA.23 UU No. 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen oleh 
UU 11/2020 mengenai Cipta Kerja (“UU Pangan”) lebih lanjut menegaskan hak ini dengan menyatakan bahwa 
pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk penyediaan dan pendistribusian makanan pokok 
dan makanan-makanan lainnya sejalan dengan kebutuhan orang-orang miskin, mereka yang rawan pada 
kekurangan makanan, dan mereka yang mengalami situasi darurat.24 Selain itu, Indonesia telah meratifikasi 
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (ICESCR) pada tahun 2006 yang mewajibkan negara mewujudkan hak semua rakyat 
Indonesia untuk makan.25 Pemerintah Indonesia juga telah mengambil berbagai langkah untuk memerangi 
kerawanan pangan dan mendorong swasembada pertanian. Pada bulan Juni 2020, Presiden Joko Widodo 
mengumumkan rencana kawasan persawahan baru dengan tujuan memproduksi tanaman-tanaman strategis 
di lahan subur yang saat ini digunakan untuk tujuan-tujuan bukan pertanian.26 Indonesia baru-baru ini juga 
menerima penghargaan dari Institut Riset Beras International/International Rice Research Institute atas 
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keberhasilan mencapai swasembada beras dan meningkatkan sistem ketahanan pangannya.27

Bersama dengan tantangan akses makanan, negara ini juga mengalami tingkat susut dan limbah pangan 
yang tinggi. Diperkirakan limbah pangan berkisar dari 115 hingga 300 kilogram per orang per tahun.28 60-65% 
sampah yang dibuang di TPA adalah sampah organik.29 Makanan yang dibuang ini membebani infrastruktur 
sampah Indonesia. Jakarta saja menghasilkan 7.700 ton sampah setiap hari, mengakibatkan kelebihan 
beban pada TPA dan menghasilkan “keadaan darurat sampah.”30 Sekalipun hanya ada sedikit data mengenai 
limbah pangan di pelbagai titik rantai pasokan, sebuah laporan baru-baru ini dari Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia mengidentifikasikan lima penggerak utama, 
antara lain praktik-praktik penanganan pertanian yang buruk, penyimpanan yang tidak memadai, standar 
mutu pasar, kurangnya pendidikan dan perilaku konsumen.31 Laporan ini juga mengidentifikasikan rumah 
tangga sebagai kontributor terbesar untuk limbah pangan.32 Laporan non-pemerintahan memperkirakan 
bahwa limbah dalam jumlah besar terjadi di tahap pasca-panen sebelum penjualan dikarenakan buruknya 
infrastruktur seperti  jalanan yang tidak memadai dan keterbatasan kapasitas pendinginan.33 Laporan 
Bappenas menggariskan peluang-peluang potensial untuk mengurangi susut dan limbah pangan, antara 
lain pendidikan konsumen, peningkatan infrastruktur pertanian, regulasi nasional dan regional, platform 
pembagian makanan, dan memperkuat data mengenai susut dan limbah pangan.34 

Sekalipun Indonesia saat ini tidak menerbitkan rencana atau strategi pemerintah untuk menghadapi 
susut dan limbah pangan, laporan Bappenas yang dirujuk di atas memperhitungkan data baseline dan 
menggariskan dampak susut dan limbah pangan.35 Meskipun Indonesia belum mempunyai sebuah strategi 
yang secara khusus mengatasi susut dan limbah pangan, negara ini telah berkomitmen pada isu ini dengan 
mencantumkan Sustainable Development Goals PBB dalam rencana pembangunan terbaru, termasuk Target 
12.3 (mengurangi setengah per kapita susut dan limbah pangan global).36

Selain penelitian pemerintah, para aktor sektor swasta, termasuk food bank, secara aktif mendorong 
penyelamatan dan sumbangan surplus makanan untuk memitigasi kelaparan dan kerawanan pangan. 
Misalnya, FoodCycle Indonesia, sebuah food bank di Jakarta, bekerjasama dengan para donor dan LSM 
untuk membagikan hampir 180.000 kg makanan pada tahun 2021, melayani 21.500 penerima melalui 82 
organisasi mitra.37 Demikian pula, Bali Scholars of Sustenance (SOS), sebuah food  bank yang berlokasi di Bali, 
mengumpulkan surplus makanan dari hotel, restoran, manufaktur dan bisnis lainnya serta menyediakan 
34.000 makanan setiap bulannya kepada panti asuhan, rumah penampungan, pengungsi dan warga 
berpenghasilan rendah lainnya.38 Di sisi perusahaan, Indonesia Business Council for Sustainable Development 
(IBSCD), sebuah perhimpunan bisnis yang dipimpin oleh CEO, mempelopori GRASP 2030 (Gotong Royong 
Atasi Susut & Limbah Pangan di 2030), sebuah kesepakatan sukarela di mana bisnis berkomitmen pada target 
pengurangan susut dan limbah pangan, mengukur limbah mereka dan bertindak untuk mengurangi limbah 
dan mencapai sasaran mereka.39 Saat ini ada enam bisnis inti yang menandatangani.40 Selain itu, Indonesia 
Postharvest Loss Alliance for Nutrition (I-PLAN) yang dipimpin oleh Global Alliance for Improved Nutrition 
(GAIN) bekerja bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 
mengurangi susut dan limbah dalam industri perikanan.41

Ketika Indonesia memperbesar upaya sektor publik dan swasta untuk mengurangi susut dan limbah pangan 
serta melakukan mitigasi kerawanan pangan, sumbangan makanan menawarkan solusi mitigasi untuk 
isu-isu akses makanan. Pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku pada sumbangan makanan 
adalah penting untuk mendorong koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. 
Bagian selebihnya dari Panduan ini akan memberikan tinjauan terhadap kerangka kerja hukum sumbangan 
makanan Indonesia dan membicarakan berbagai isu yang mungkin timbul pada donor makanan, organisasi 
penyelamatan pangan, pengambil keputusan dan para pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan.
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Indonesia dalam angka

Populasi  
273.523.62142 

Prevalensi kerawanan pangan 
sedang hingga parah  
4 hingga 13% 

Klasifikasi Bank Dunia
Penghasilan menengah 
rendah43

Umur rata-rata 
29,744

Indeks Ketahanan Pangan  
59,245

Indeks Pembangunan 
Manusia
0,546

PDB (US$) 
$15,7 kuadrilyun rupiah 
(US$1,06 trilyun)47 

GINI Index (Ketimpangan 
Pendapatan) 
37,348

Perkiraan Kehilangan dan 
Pemborosan Makanan (FLW)  
48 juta ton49

Tingkat kemiskinan 
9,8%50

Indeks Ketahanan Pangan
59,151

TINJAUAN KERANGKA KERJA HUKUM 
INDONESIA YANG TERKAIT  
Indonesia terbagi atas 37 provinsi yang mencakup lebih dari 17.000 pulau. Sebagai demokrasi ketiga 
terbesar di dunia,52 negara ini mempunyai penduduk sekitar 270 juta orang. Pemerintah Indonesia adalah 
berlandaskan konstitusi yang disahkan pada tahun 1945 dan terakhir kali diamandemen pada tahun 2002.53 

Berdasarkan konstitusi, kekuasaan pemerintah dibagi dalam tiga cabang - eksekutif, legislatif dan yudisial 
- dengan presiden dan legislator dipilih. Legislator  terdiri dari Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) 
yang dibagi dalam dua badan: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) - sebuah kelompok yang terdiri dari 550 
wakil rakyat yang dipilih - dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mempunyai empat wakil terpilih dari 
masing-masing provinsi (128 secara total54) dengan wewenang yang terbatas pada isu-isu regional.55 Cabang 
legislatif dapat meloloskan undang-undang dan melakukan amandemen terhadap konstitusi.56 Selain undang-
undang yang diloloskan oleh cabang legislatif, undang-undang Indonesia juga mencakup hukum adat yang 
tidak tertulis dan hukum syariah (hukum agama) dalam hal-hal tertentu, di mana hukum syariah ini diatur 
oleh pengadilan Islam.57 Cabang eksekutif termasuk presiden dan wakil presiden, yang dapat membuat 
persyaratan tambahan melalui instruksi presiden dan keputusan menteri/dinas/instansi.58 Selain itu, 
kementerian juga memainkan peranan dalam sistem makanan, yang paling utama adalah Badan Selain itu, 
kementerian juga memainkan peranan dalam sistem makanan, yang paling utama adalah Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM), yang sebelumnya disebut sebagai Badan Nasional Pengendalian Obat dan 
Makanan; Kementerian Perdagangan, Industri, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Perikanan; 
dan pemerintah setempat.59

Selain pemerintah pusat, ada sejumlah pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan kecamatan/
kota. Sekalipun pemerintah pusat secara mutlak mengendalikan urusan-urusan pemerintahan (urusan 
luar negeri, pertahanan, keamanan, sistem peradilan, fiskal dan moneter nasional, dan agama), kekuasaan 
dibagi dengan pemerintah daerah dalam urusan bersamaan, termasuk yang berkaitan dengan makanan dan 
pertanian.60 Jikalau masalah makanan melibatkan hal-hal lintas provinsi, berdampak lintas-provinsi, atau 
berdampak luas pada kepentingan nasional, maka pemerintah nasional yang menanganinya.61 Misalnya, 
kebijakan perencanaan dan pembangunan (termasuk untuk ketahanan pangan) yang mencakup atau 
berdampak pada berbagai provinsi jatuh dalam wewenang pemerintah pusat, sementara isu-isu lokal jatuh 
pada pemerintah daerah. 
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uu no. 18/202 mengenaI Pangan (“undang-undang Pangan”)
Indonesia pertama kali memberlakukan Undang-Undang Pangan omnibus pada tahun 1996 (UU No. 7/1996), 
yang kemudian diamandemen dan diperbarui pada tahun 2006 (UU No. 7/2006),62 pada tahun 2012 (UU no. 
18/2012) dan kembali pada tahun 2020 melalui UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja (juga disebut “undang-
undang omnibus”). Undang-Undang Pangan menggariskan prinsip-prinsip pengaturan sistem pangan 
Indonesia, seperti menetapkan makanan sebagai hak dasar (sebagaimana dirujuk di atas),63 dan tujuan 
sistem pangan, antara lain kemandirian dan ketahanan pangan.64 UU ini mengatur semua makanan dan 
produk-produk makanan, mengharuskan makanan itu cukup, aman, bergizi, terjangkau, dan sesuai dengan 
kepercayaan agama.65 Undang-undang ini memberi prioritas pada makanan dalam negeri untuk kebutuhan 
konsumsi pangan, namun memberi peluang untuk impor jikalau makanan domestik tidak cukup.66

Undang-Undang Pangan mengatur berbagai unsur dasar dalam sistem makanan, antara lain perencanaan 
pangan, ketersediaan dan keterjangkauan, distribusi makanan, nutrisi, impor pangan, keamanan pangan, 
pelabelan dan iklan makanan, dan penelitian serta pengembangan pangan. Undang-undang ini berisi 
ketetapan-ketetapan yang melarang distribusi makanan yang terkontaminasi, menggariskan persyaratan 
pelabelan, melarang pelabelan atau iklan yang menyesatkan atau yang tidak benar, dan mengharuskan 
makanan impor memenuhi standar yang sama dengan makanan domestik.  

Sekalipun undang-undang ini menyediakan tujuan dan kerangka kerja yang relevan untuk semua aspek 
sistem makanan, penerapan dari banyak tujuan hukum dilakukan melalui peraturan, termasuk antara 
lain ketetapan-ketetapan mengenai sanitasi makanan, peraturan mengenai aditif.67 Sebagai akibatnya, 
ketetapan-ketetapan tertentu dari undang-undang mengandalkan pelaksanaan dan peraturan tambahan oleh 
instansi pelaksana, khususnya BPOM, yang meregulasi label makanan dan obat serta mengawasi berbagai 
aspek keamanan pangan.68 Pemerintah pusat dan BPOM sudah memberlakukan berbagai peraturan yang 
mengendalikan impor, keamanan pangan, label dan pemasaran sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan 
oleh legislatur dalam Undang-Undang Pangan dan mandat-mandat legislatif sebelumnya. Peraturan 
Pemerintah No. 86/2019 mengenai Keamanan Pangan secara khusus merinci standar-standar keamanan, 
kebersihan dan mutu untuk makanan yang diproduksi dan didistribusikan di Indonesia.69 Peraturan-
peraturan pengendalian tambahan mengenai sistem makanan dapat dibuat melalui keputusan presiden atau 
menteri.70 

undang-undang Tambahan yang TerKaIT

Indonesia mewajibkan semua makanan dan minuman untuk memperoleh sertifikat halal berdasarkan UU no. 
33/2014 mengenai Jaminan Halal yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja.71 Undang-
undang ini mengharuskan semua produk makanan yang didistribusikan dan diperdagangkan di Indonesia 
untuk disertifikasi halal (dengan prosedur-prosedur khusus untuk UMKM). Para pelaku bisnis yang ketahuan 
beroperasi tanpa sertifikasi halal dapat dikenakan denda hingga Rp. 2 milyar atau hukuman penjara hingga 
lima tahun.72 Peraturan Pemerintah No 39/2021 selanjutnya memperjelas persyaratan undang-undang dengan 
menentukan biaya sertifikasi halal dan menentukan jangka waktu kepatuhan yang berbeda-beda tergantung 
pada produk.73

Legislasi utama lainnya yang penting termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi 
undang-undang pidana Indonesia secara substantif,74 undang-undang pajak pendapatan Indonesia,75 dan 
pembaruan baru-baru ini pada undang-undang pajak pertambahan nilai.76
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ISU-ISU HUKUM TERKAIT 
SUMBANGAN MAKANAN
Keamanan Pangan unTuK sumbangan

Di banyak negara, rintangan utama terhadap sumbangan makanan surplus adalah tidak adanya pengetahuan 
atau ketersediaan pedoman mengenai prosedur-prosedur keamanan untuk makanan yang disumbangkan. 
Para donor potensial sering tidak pasti peraturan keamanan pangan yang mana yang berlaku untuk 
makanan sumbangan, lain dari makanan yang dibeli, dan juga langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menyumbangkan makanan dengan aman sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagai 
akibatnya, makanan surplus yang aman yang seharusnya dialihkan kepada populasi yang membutuhkan 
malah dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, persyaratan keamanan pangan Indonesian pada umumnya terkandung 
dalam Undang-Undang Pangan (UU No. 18/2012 yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 perihal Cipta Kerja) 
dan Peraturan Pemerintah No. 86/2019 yang berbicara mengenai hal-hal seperti sanitasi makanan, aditif 
makanan dan pelabelan makanan. Keduanya tidak berbicara mengenai sumbangan makanan. 

Sekalipun sumbangan makanan tidak secara khusus disebut, Peraturan Pemerintah No. 86/2019 dengan jelas 
mendefinisikan “distribusi” sebagai termasuk transaksi bukan-uang, dan karena itu mungkin melibatkan 
donor makanan dan organisasi-organisasi penyelamatan pangan dalam persyaratan keamanan pangan 
yang luas dalam aturan itu.77 Peraturan itu berbicara mengenai pertanian, manufaktur, pemrosesan, 
penyimpanan, pengangkutan dan impor makanan, mencakup semua unsur produksi makanan hingga pada 
konsumsi.78 Definisi distribusi secara khusus menyebutkan transaksi bukan moneter, mencakup kegiatan-
kegiatan distribusi makanan untuk tujuan bukan-dagang.79 Oleh karena itu, ketetapan peraturan itu kiranya 
berlaku untuk para donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan. Peraturan itu mengharuskan 
semua makanan yang didistribusikan memenuhi persyaratan sanitasi dan tidak berisiko terhadap kesehatan 
manusia.80 Sejumlah peraturan, seperti seputar iradiasi, berlaku hanya untuk bisnis makanan dan produksi 
makanan dan bukan pada distribusi makanan secara lebih luas.81 Sekalipun demikian, definisi produksi 
makanan mencakup pengemasan ulang dan mengubah bentuk makanan,82 yang dapat mencakup para donor 
makanan dan organisasi-organisasi penyelamatan pangan yang mengemas ulang atau memasak makanan 
sebelum menyumbangkannya. 

Baik Undang-Undang Pangan mau pun Peraturan Pemerintah No. 86/2019 mencakup prosedur atau bagian 
yang berbeda mengenai sumbangan makanan. Karena distribusi makanan secara cuma-cuma tercakup dalam 
undang-undang itu, dan tidak ada ketetapan yang secara khusus membicarakan sumbangan makanan, para 
donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan haruslah berasumsi bahwa semua aturan  keamanan 
makanan berlaku, yang dapat berfungsi sebagai penghalang untuk sumbangan makanan.

Pelabelan Tanggal 
Label-label tanggal yang ditempelkan pada produk-produk makanan adalah penggerak utama limbah pangan 
dan merupakan rintangan terhadap sumbangan makanan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian 
terdahulu, dapat dimengerti bahwa kebanyakan donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan cukup 
berhati-hati mengenai sumbangan makanan yang memenuhi standar, namun tidak selalu jelas standar mana 
yang berhubungan dengan keamanan pangan. Ketika produk-produk segar seperti buah dan sayuran akan 
tampak rusak ketika tidak lagi aman untuk dimakan, akan lebih sulit untuk mengukur kondisi ini untuk 
makanan kemasan.  Banyak donor menafsirkan label-label yang ditempelkan pada produk-produk makanan 
sedemikian sebagai indikator keamanan dan oleh karena itu akan membuang makanan begitu “tanggal 
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kedaluwarsa” sudah lewat, dan para perantara barangkali menolak menerima makanan sumbangan yang 
sudah lewat tanggal ini, menganggap produk makanan itu tidak lagi layak dikonsumsi oleh manusia. 

Sekalipun penafsiran sedemikian, untuk kebanyakan makanan, label-label tanggal menunjukkan kesegaran 
atau mutu dan bukan keamanan pangan. Manufaktur menggunakan berbagai metode berdasarkan-mutu 
untuk menentukan jangka waktu untuk tanggal-tanggal label, semuanya adalah untuk mencerminkan kapan 
makanan itu ada pada “mutu terbaik.”83 Namun demikian, tren global menunjukkan bahwa para konsumen 
umumnya keliru dan menganggap label sebagai indikator keamanan dan bukannya mutu. Di Inggris 
misalnya, para peneliti menemukan bahwa konsumen membuang sekitar 22% makanan yang seharusnya 
masih dapat dimakan karena kebingungan mengenai pelabelan tanggal.84 Demikian pula, 84% orang Amerika 
melaporkan bahwa mereka membuang makanan setelah tanggal kedaluwarsa lewat karena kekuatiran 
mengenai keamanan, sekalipun jikalau ada risiko minimal untuk penyakit karena makanan pada waktu itu.85

Di Indonesia, hampir semua makanan diwajibkan untuk menunjukkan tanggal kedaluwarsa yang ditentukan 
oleh produsen sesuai dengan Undang-Undang Pangan.86 Berdasarkan Peraturan BPOM No. 31/2018 yang 
diamandemen oleh Peraturan BPOM No. 20/2021, makanan dengan umur simpan kurang dari tiga bulan harus 
menunjukkan tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, sedangkan makanan terproses yang lebih tahan lama 
(sebagaimana yang ditentukan oleh manufaktur) hanya perlu menunjukkan bulan dan tahun kedaluwarsa.87 
Regulasi juga mencakup pengecualian yang sempit untuk label tanggal untuk minuman alkohol (minimum 
7%), cuka dan roti atau kue dengan umur simpan paling lama 24 jam.88 Pernyataan kedaluwarsa didefinisikan 
dalam peraturan sebagai “tanggal terakhir ketika mutu makanan dijamin, asal disimpan sesuai dengan 
pengarahan yang diberikan oleh produsen.”89 Untuk menunjukkan tanggal kedaluwarsa ini, label harus 
menggunakan frasa “baik digunakan sebelum.”90 Makanan yang diproses juga harus menampilkan tanggal 
manufaktur.91 Makanan yang diproses dan diimpor harus masih mempunyai paling sedikit dua pertiga umur 
simpan ketika masuk ke negara.92

Sekalipun undang-undang dan peraturan seputar pelabelan tanggal tidak secara langsung berbicara 
mengenai sumbangan makanan, undang-undang dan peraturan melarang distribusi makanan yang telah 
lewat dari tanggal kedaluwarsa berbasis mutu. Undang-Undang Pangan melarang distribusi makanan yang 
tercemar, antara lain makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa di label.93 Pelanggaran dapat dikenakan 
sanksi administrasi seperti denda, pembekuan kegiatan, ganti rugi  kepada penerima makanan yang sudah 
kedaluwarsa, atau pencabutan lisensi distributor.94 Selain itu, undang-undang membebankan hukuman 
administrasi dan pidana, seperti hukum penjara hingga dua tahun, untuk secara sengaja melepaskan, 
mengganti atau mengubah label tanggal.95 Sekalipun tidak secara eksplisit digariskan dalam undang-undang 
atau peraturan, paling sedikit satu pemangku kepentingan menyebutkan terkena denda karena mempunyai 
makanan yang sudah kedaluwarsa.96 Penelitian lain menemukan bahwa penegakan ketetapan-ketetapan ini 
mungkin tak dapat diduga karena keterbatasan sumber daya BPOM, kecilnya tenaga kerja dan kurangnya 
fasilitas yang memadai.97

Secara singkat, hampir semua makanan di Indonesia harus mempunyai label tanggal kedaluwarsa berbasis 
mutu, dengan beberapa pengecualian yang sangat sempit. Indonesia tidak mempunyai label yang berbeda 
untuk mutu dan keamanan (semua label merujuk pada mutu), dan undang-undang melarang pendistribusian 
makanan apa pun yang telah lewat dari label berbasis mutu.

PerlIndungan lIabIlITas unTuK sumbangan maKanan

Rintangan besar untuk sumbangan makanan adalah rasa takut di antara para donor bahwa mereka harus 
bertanggung jawab jikalau ada orang yang sakit setelah mengkonsumsi makanan yang disumbangkan. 
Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Argentina, telah membentuk perlindungan baik untuk 
donor makanan dan organisasi penyelamat makanan (sering disebut sebagai undang-undang “Orang Baik”) 
untuk membatasi kemungkinan bahwa para pelaku ini dimintai pertanggungan jawab untuk kerugian, sejauh 
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mereka tidak bertindak dengan niat untuk mengakibatkan kerugian atau karena kesembronoan. Indonesia 
saat ini tidak mempunyai undang-undang Orang Baik yang melindungi donor makanan atau organisasi 
penyelamat makanan dari liabilitas perdata atau pidana dikarenakan oleh sumbangan makanan. Karena tidak 
adanya perlindungan ini, donor dapat menghadapi konsekuensi perdata atau pidana jikalau makanan yang 
disumbangkan mengakibatkan gangguan pada penerima. Baik hukum tort mau pun hukum kontrak dapat 
menjadi dasar untuk liabilitas perdata. Namun demikian, hasil seperti sangatlah tidak mungkin. Pada saat 
tulisan ini dikerjakan, tidak banyak litigasi yang dikarena kan oleh kerugian yang diakibatkan oleh makanan 
di Indonesia,98 dan para pemangku kepentingan menyebutkan bahwa tingginya insiden penyakit karena 
makanan di Indonesia mengakibatkan sulit untuk membuktikan sebab-akibat.99

lIabIlITas PerdaTa — PerbuaTan melawan huKum 

Hanya ada sangat sedikit gugatan perdata yang berkaitan dengan konsumsi makanan kedaluwarsa dan isu-
isu perlindungan konsumen lainnya yang berkaitan dengan makanan, dan tidak ada laporan adanya kasus 
yang melibatkan sumbangan makanan.100 Tidak adanya kasus-kasus perdata mungkin adalah dikarenakan 
oleh biaya dan beban waktu, khususnya karena penggugat di Indonesia umumnya membayar sendiri untuk 
kasus mereka.101 Faktor-faktor lain yang mungkin mencegah litigasi untuk cidera yang berkaitan dengan 
makanan yang disumbangkan dapat termasuk rintangan pengadilan yang dihadapi oleh penerima dan juga 
sikap budaya yang negatif terhadap penyelesaian konflik melalui pengadilan.102 Sekalipun demikian, karena 
tidak ada imunitas resmi untuk sumbangan makanan, tetap penting untuk mengerti persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh penggugat agar pengadilan memutuskan bahwa donor atau distributor bertanggungjawab agar 
donor dapat memastikan bahwa mereka membatasi potensi liabilitas mereka.

Di Indonesia, undang-undang tort (atau perbuatan melawan hukum) bersumber dari Pasal 1365 KUHP yang 
mengatakan “pihak yang melakukan tindakan ilegal yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain wajib 
memberikan ganti rugi.”103 Agar klaim dapat berhasil, penggugat harus dapat membuktikan unsur-unsur 
berikut ini: (1) tergugat bertindak melawan hukum, (2) tergugat melakukan kesalahan, kesembronoan atau 
tidak berhati-hati, (3) penggugat mengalami kerugian, dan (4) ada sebab akibat antara tindakan tergugat dan 
kerugian penggugat.104 Untuk unsur pertama, “tindakan melawan hukum” termasuk pelanggaran terhadap 
hukum yang tertulis dan “hukum tidak tertulis” seperti norma-norma, moralitas, dan praktik-praktik 
standar.105  

Untuk berhasil dalam tindakan tort yang berkaitan dengan sumbangan makanan, penerima harus dapat 
membuktikan bahwa donor atau distributor makanan bertindak melawan hukum dikarenakan kesalahan atau 
kesembronoan mereka, dan tindakan melanggar hukum ini mengakibatkan penggugat mengalami kerugian 
atau gangguan. Dalam hal sumbangan makanan yang kedaluwarsa, hukum tertulis secara eksplisit melarang 
distribusi makanan yang “terkontaminasi”, termasuk makanan-makanan yang telah lewat masa kedaluwarsa 
berbasis mutu.106 Sebagaimana yang dijelaskan di atas, distribusi didefinisikan secara luas dalam statuta 
ini dan kemungkinan mencakup sumbangan makanan.107 Dengan demikian, jikalau makanan yang sudah 
kedaluwarsa disumbangkan dan penerima menjadi sakit sebagai akibatnya, maka donor atau distributor 
bertanggung jawab secara perdata. Selain hukum tertulis, donor makanan bisa saja dinyatakan melanggar 
hukum tidak tertulis, seperti norma-norma, ketika menyumbangkan makanan yang tidak aman. Sekalipun 
demikian, penggugat masih harus membuktikan bahwa tindakan donor atau distributor menghasilkan cidera 
pihak penggugat, yang akan sulit dilakukan mengingat tingginya tingkat pembanding penyakit bawaan 
makanan di Indonesia dan tidak adanya sistem pelacakan data kesehatan masyarakat yang bersumber dengan 
baik yang dapat secara akurat menilai sumber wabah bawaan makanan.108

 
lIabIlITas PerdaTa– KonTraK

Hukum kontrak juga dapat merupakan potensi dasar untuk liabilitas. Hukum kontrak Indonesia dijabarkan 
dalam Kitab Undang-Undang Perdata yang menyebutkan empat syarat yang diperlukan untuk membuat suatu 
kontrak yang sah: (1) persetujuan para pihak dalam kesepakatan, (2) kapasitas hukum untuk melakukan 
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kesepakatan, (3) pokok permasalahan tertentu, dan (4) alasan yang memperbolehkan.109 Perjanjian yang 
mengikat, yaitu kesepakatan atau kontrak yang sah secara hukum berdasarkan undang-undang Indonesia 
dapat bersifat cuma-cuma atau dengan biaya.110 Kesepakatan “cuma-cuma” terjadi ketika salah satu pihak 
menyetujui untuk memberi manfaat kepada pihak lain tanpa menerima manfaat atau penggantian.111 
Kesepakatan sedemikian harus dilakukan dengan “iktikad baik.”112 Mengingat bahwa kontrak tidak 
membutuhkan pembayaran, sumbangan makanan akan dipandang sebagai kontrak cuma-cuma. Oleh karena 
itu, persyaratan bahwa kesepakatan itu dilakukan dengan iktikad baik dapat menciptakan liabilitas bagi para 
donor makanan yang secara sadar menyumbangkan makanan yang tidak aman, namun jikalau makanan itu 
disumbangkan dengan iktikad baik, kemungkinan tidak akan mengakibatkan liabilitas.

lIabIlITas PIdana

Liabilitas pidana di Indonesia ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.113 Sekalipun 
sumbangan makanan tidak secara khusus dibicarakan dalam undang-undang pidana Indonesia, beberapa 
ketetapan dapat mengakibatkan liabilitas pidana bagi para donor makanan, termasuk mengakibatkan 
kematian karena sembrono114 membagikan barang-barang yang berbahaya115 atau yang dipalsukan.116 Misalnya, 
KUHP Indonesia melarang menjual atau menyalurkan makanan atau minuman yang dipalsukan sambil 
menyembunyikan kepalsuan itu.117 Namun demikian, sangatlah tidak mungkin bagi seorang donor dituntut 
secara pidana kecuali jika menyumbangkan makanan yang diketahui tidak aman. Para donor makanan dan 
organisasi penyelamatan pangan yang menjalankan keberhati-hatian dan tidak memalsukan makanan 
kemungkinan tidak akan dikenakan liabilitas pidana.

PajaK

Mengurangi susut dan limbah pangan menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar bagi masyarakat 
karena meminimalkan biaya yang berkaitan dengan memproduksi dan membuang makanan yang pada 
akhirnya tidak dimakan. Sumbangan makanan juga membantu memitigasi biaya kelaparan dan merangsang 
ekonomi: organisasi-organisasi penyelamatan pangan menyediakan lapangan kerja atau memupuk 
pembangunan masyarakat, dan para penerima makanan yang disumbangkan dapat menggunakan sumber 
daya keuangan yang terbatas untuk barang-barang dan layanan pokok lainnya. 

Namun menyumbang makanan bisa mahal karena donor makanan harus menggunakan waktu dan uang 
untuk menyaring, mengemas, menyimpan dan mengangkut surplus makanan yang bisa dibuang tanpa 
biaya. Akibatnya, seringkali lebih mudah dan lebih tidak mahal bagi para  petani, bisnis dan individu untuk 
membuang makanan daripada menyumbangkannya. Beberapa negara berusaha menangani isu ini dengan 
menawarkan insentif pajak dan menyingkirkan rintangan keuangan terhadap sumbangan makanan.

InsenTIf

Insentif pajak bisa memberikan dukungan yang signifikan terhadap upaya-upaya sumbangan makanan dan 
untuk mengurangi susut dan limbah pangan. Misalnya, donor perusahaan lebih mungkin menyumbangkan 
surplus makanan kepada organisasi penyelamatan pangan jikalau mereka menerima pemotongan amal 
untuk menutup biaya angkutan dan logistik. 

Indonesia tidak menyediakan insentif pajak khusus untuk sumbangan makanan. Sekalipun demikian, 
Indonesia ada menawarkan pemotongan pajak untuk sumbangan amal yang berkaitan dengan bencana alam, 
kegiatan-kegiatan pengembangan dan penelitian, pembangunan infrastruktur sosial (yaitu menyediakan 
fasilitas dan infrastruktur untuk kepentingan publik, termasuk sektor kesehatan dan organisasi nirlaba), 
fasilitas pendidikan, dan olahraga termasuk sumbangan materiil.118 Berdasarkan undang-undang yang 
berlaku, nilai sumbangan materiil ditentukan melalui: (1) nilai akuisisi barang sumbangan (jikalau barang 
belum mengalami depresiasi), (2) nilai buku fiskal barang itu (jikalau barang mengalami depresiasi), atau (3) 
nilai jual (untuk barang yang diproduksi sendiri).119
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Peraturan pelaksanaan menetapkan bahwa nilai sumbangan yang dapat dipotong dari penghasilan bruto 
dalam setahun tidak boleh lebih dari 5% penghasilan bersih tahun sebelumnya.120 Sekalipun sumbangan 
makanan tidak secara eksplisit disinggung dalam peraturan ini, sumbangan keuangan atau makanan saat 
terjadi bencana alam atau sumbangan yang mendanai infrastruktur sosial untuk sumbangan makanan 
mungkin tercakup dalam pengurangan ini. 

Pada hari-hari awal pandemi COVID-19, peraturan tambahan yang memperbolehkan sumbangan uang, barang 
dan jasa kepada instansi pemerintahan atau organisasi amal yang berkaitan dengan bantuan COVID-19 dapat 
dipotong dari penghasilan bruto.121 Pemotongan materiil dinilai berdasarkan biaya akuisisi jikalau barang 
sumbangan belum mengalami depresiasi, sama dengan makanan. donor dapat memilih untuk mengklaim 
pemotongan ini atau pemotongan amal lainnya yang diuraikan di atas. Peraturan tidak menjelaskan apakah 
batasan pemotongan 5% yang sama berlaku untuk pemotongan ini. Pemotongan berlaku hanya hingga 30 
September 2020 dan tidak lagi tersedia.122  

Terakhir, sekalipun organisasi nirlaba, swadaya masyarakat Indonesia secara umum terkena pajak 
penghasilan, sumbangan yang diterima oleh organisasi nirlaba tidak dikenakan pajak bila donor dan 
penerima tidak ada kaitan.123 

Para pembayar pajak di Indonesia hanya boleh memotong sumbangan amal jikalau berkaitan dengan tujuan 
tertentu, seperti untuk bencana alam dan infrastruktur sosial. Mereka boleh memotong sumbangan materiil 
seperti makanan.

rInTangan

Sekalipun beberapa skema pajak tertentu mendorong sumbangan makanan, hal yang sama juga bertindak 
sebagai potensi rintangan. Di banyak negara, pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak  barang dan jasa 
(PBJ) merupakan rintangan keuangan untuk menyumbangkan makanan. Biasanya, jenis pajak seperti ini 
dikenakan pada barang di setiap tahapan rantai pasokan, dari produksi hingga titik penjualan, ketika nilai 
ditambahkan. Pajak ini biasanya dibebankan melalui sistem debit (PPN keluar) dan kredit (PPN masuk). Debit 
PPN adalah jumlah yang bisnis terdaftar PPN akan tambahkan pada penjualan barangnya sendiri, sementara 
kredit PPN adalah jumlah yang ditagihkan kepada bisnis terdaftar PPN pada saat pembelian barang.

Indonesia membebankan PPN. Indonesia baru-baru ini memperbarui rejimnya melalui legislasi yang 
diloloskan pada musim gugur 2021, ketetapan-ketetapan utamanya berlaku pada 1 April 2022.124 PPN berlaku 
untuk barang dan jasa. PPN berlaku untuk barang di setiap tahapan rantai pasokan, mulai dari produksi 
hingga titik jual, setiap kali ditransfer kepada orang atau badan lain.125 Bisnis dapat mengklaim kredit PPN 
masuk untuk jumlah PPN yang dibayarkan guna mendapatkan barang atau jasa sejauh barang atau jasa itu 
perlu untuk bisnis.126 Per 1 April 2022, tarif yang berlaku adalah 11% untuk kebanyakan barang dan jasa (naik 
ke 12% pada tahun 2025),127 dan antara 10% dan 95% untuk barang dan jasa yang termasuk dalam pajak barang 
mewah (PBM) sekalipun tarif berdasarkan hukum bisa hingga setinggi 200%.128 

Banyak negara menyesuaikan tarif pajak untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan, misalnya mengurangi 
tarif pada barang-barang esensial seperti obat-obatan, layanan kesehatan, makanan dan pendidikan.129 
Demikian pula, di Indonesia tarif PPN yang berbeda dikenakan pada jenis-jenis produk yang berbeda. Sebelum 
pembaruan PPN terbaru, Indonesia mengecualikan “makanan pokok” seperti beras, garam, telur, daging, 
buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya dari PPN.130 Sekalipun demikian, pembaruan terakhir di bulan 
Oktober 2021 menghapuskan banyak pengecualian dari PPN, termasuk makanan pokok.131 Per 1 April 2022, 
makanan-makanan ini terkena PPN 11%.132 Undang-undang yang diperbarui tetap mempertahan pengecualian 
untuk makanan dan minuman yang dijual di restoran, hotel dan warung.133

Tanpa pengecualian untuk makan pokok, skema PPN saat ini menciptakan beban keuangan bagi para donor 
makanan dan organisasi-organisasi penyelamatan pangan karena berlaku untuk sumbangan makanan. PPN 
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dikenakan setiap kali ada “penyaluran barang-barang kena pajak”, yang termasuk penyediaan barang secara 
cuma-cuma.134 Sumbangan makanan secara amal merupakan “penyaluran barang-barang kena pajak” dan 
oleh karena itu dikenakan PPN. Selain itu, organisasi nirlaba tidak dikecualikan dari PPN dan oleh karena itu 
harus tunduk.135 PPN berlaku ketika makanan disumbangkan, dan donor serta badan penerima sumbangan 
wajib membayar PPN masuk dan keluar sesuai dengan undang-undang. Ini berarti baik organisasi nirlaba 
atau bisnis harus membayar PPN itu, dan karena bisnis tidak mendapat kredit untuk PPN masuk yang 
mereka bayarkan ketika mereka memperoleh bahan baku, mereka mungkin dikenakan beban ganda ketika 
menyumbangkan makanan. 

Saat ini, nampaknya bahwa pembaruan terhadap PPN akan menjadi rintangan untuk sumbangan makanan. 
Sekalipun demikian, karena skema pembaruan PPN masih baru dan pernyataan pemerintah mengenai 
kemungkinan memberlakukan kembali pengecualian untuk makanan pokok melalui peraturan, tidaklah jelas 
seperti apa dampak jangka panjangnya.

Akhirnya, Indonesia membebankan pajak impor, termasuk pada makanan. Semua barang kena pajak yang 
diimpor dikenakan cukai impor sebesar 7,5% selain dari PPN 11%.136 Para pemangku kepentingan menyatakan 
bahwa beban pajak yang berat ini membuat secara keuangan tidaklah mungkin mengimpor makanan untuk 
sumbangan.137

PersyaraTan sumbangan aTau sanKsI-sanKsI lImbah Pangan

Sejumlah negara telah menggunakan persyaratan sumbangan makanan atau membebankan denda untuk 
makanan yang dibuang ke tempat penimbunan akhir (sering disebut sebagai larangan sampah organik atau 
pajak limbah) untuk memengaruhi perilaku bisnis dan mendorong sistem makanan yang berkelanjutan. 

Di Indonesia timbunan sampah di TPA, khususnya limbah plastik merupakan masalah besar. Di Jakarta, 
situasi ini digambarkan sebagai “bom waktu” atau “kedaruratan sampah.”138 Pada saat bersamaan, banyak 
pemangku kepentingan menyinggung bahwa pengumpulan sampah merupakan sumber penghasilan penting 
bagi rakyat yang berjuang untuk hidup.139 

Hingga saat ini, Indonesia tidak mempunyai undang-undang mengenai limbah pangan, seperti kewajiban 
menyumbangkan makanan atau larangan sampah organik.140 Indonesia mempunyai undang-undang dan 
kebijakan pengelolaan sampah secara umum. Misalnya Perpres 97/2017 menggariskan jalur ke nol limbah 
melalui pengurangan yang lebih besar dan pemrosesan limbah. Keputusan No P.75 (10/2019) menciptakan 
peta jalan pengurangan limbah kemasan plastik oleh para pelaku bisnis.141 Selain itu, Kementerian 
Lingkungan Hidup mengeluarkan peraturan mengenai bank sampah (Permen LHK No. 14/2021) yang adalah 
koperasi setempat di  mana sampah dikumpulkan, dipilah dan dijual.142 Sekalipun demikian, tidak ada yang 
secara eksplisit membicarakan atau menyinggung limbah pangan.

Ada beberapa upaya setempat untuk menangani limbah, termasuk limbah pangan. Misalnya, di Jakarta 
ada peraturan daerah yang mewajibkan penduduk memilah-milah sampah dan mengurangi penggunaan 
bahan-bahan tidak dapat terdegradasi, sekalipun tidak ada penegakan pada tingkat rumah tangga dan tidak 
ada arahan yang secara khusus menarget sampah organik.143 Selain itu, Surabaya menjalankan program 
komposting untuk mengurangi limbah pangan rumah tangga, termasuk kewajiban memilah-milah limbah 
organik, pembentukan pusat komposting, dan distribusi keranjang kompos kepada penduduk.144 Kota ini 
mengurangi limbah padatnya lebih dari 20% melalui program ini.145 Akhirnya, Lombok Utara mewajibkan 
penghasil komersial untuk memilah sampah organik.146

hIbah dan InsenTIf PemerInTah

Program-program hibah dan insentif yang didanai pada tingkat nasional atau lokal memberikan sumber 
daya penting lainnya untuk prakarsa-prakarsa sumbangan makanan. Hal ini khususnya untuk negara-
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negara di mana donor menganggap insentif pajak tidak cukup untuk mengimbangi biaya sumbangan atau 
di mana kekurangan infrastruktur membatasi upaya penyelamatan makanan. Misalnya, hibah pemerintah 
dapat membantu donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan mendapatkan perlengkapan dan 
sumber daya yang diperlukan untuk menyelamatkan, menyimpan, memroses dan mengangkut makanan 
untuk sumbangan. Dana pemerintah juga dapat mendukung inovasi-inovasi baru dan teknologi-teknologi 
berkembang yang akan membuat sumbangan makanan lebih efisien dan berkelanjutan. Hingga saat ini, 
Indonesia tidak menawarkan hibah nasional untuk sumbangan makanan. Namun demikian, investasi 
sedemikian mungkin dapat dilakukan di masa depan.
 

laIn-laIn

Selain undang-undang terkait yang dibicarakan di bagian-bagian di atas, mungkin ada undang-undang dan 
kebijakan nasional dan lokal lainnya yang berdampak pada upaya-upaya sumbangan makanan di Indonesia. 

Misalnya, undang-undang yang mengatur organisasi nirlaba di Indonesia, termasuk food bank, adalah rumit. 
Kajian Bank Dunia dari tahun 2010 menemukan bahwa organisasi nirlaba diatur oleh “15 undang-undang, 4 
peraturan pemerintah, dan 4 Keputusan Menteri” oleh lebih dari 10 badan pemerintah yang berbeda-beda.147 
Undang-undang ini mengatur bentuk hukum yang diperbolehkan untuk badan amal, antara lain yayasan, 
organisasi masyarakat, dan lembaga kesejahteraan sosial, masing-masing mempunyai persyaratan yang 
berbeda-beda.148 Secara khusus, lembaga-lembaga kesejahteraan sosial adalah yang paling sederhana untuk 
dibentuk dan memiliki paling sedikit persyaratan untuk struktur hukum, namun tidak boleh didirikan oleh 
badan hukum asing. Banyak lembaga nirlaba terdaftar sebagai yayasan. Sekalipun demikian, berdasarkan UU 
No. 17/2013, yayasan yang didirikan oleh badan-badan asing diwajibkan untuk mempunyai aset paling sedikit 
Rp. 1 milyar149 dan wajib mematuhi berbagai persyaratan administrasi lainnya,150 semuanya merupakan 
rintangan. Aturan-aturan yang rumit dapat menyulitkan organisasi-organisasi nirlaba kecil, seperti organisasi 
penyelamatan pangan baru, untuk mengikutinya.151

KESIMPULAN
Panduan Hukum ini dimaksudkan untuk mengidentifikasikan undang-undang, kebijakan-kebijakan dan 
program-program Indonesia saat ini yang berkaitan dengan limbah pangan atau sumbangan makanan. 
Sekalipun pemerintah federal yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk menjamin ketahanan pangan 
dan sistem makanan yang berkelanjutan, organisasi-organisasi penyelamatan pangan yang bertindak dalam 
kapasitas pribadi dapat menyediakan jaringan keamanan sosial tambahan. Food bank dan organisasi nirlaba 
memainkan peranan penting dalam memerangi kelaparan dikarenakan oleh struktur Indonesia yang unik 
dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat lokal dan regional.

Panduan Hukum ini menyediakan titik tolak agar para pengambil kebijakan, pelaku swasta dan masyarakat 
sipil dapat lebih memahami undang-undang dan kebijakan sekarang yang berkaitan dengan sumbangan 
makanan.  Panduan ini juga menyediakan dasar untuk dialog mengenai susut pangan dan pencegahan limbah 
serta nilai penyelamatan pangan untuk ketahanan pangan, stabilitas ekonomi dan kesinambungan lingkungan 
hidup Indonesia. Dokumen terpisah dengan judul Global Food Donation Policy Atlas mengemukakan 
rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk Indonesia untuk bersumbangsih pada diskusi 
ini. Sementara itu, para donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan harus mempertimbangkan 
undang-undang, kebijakan dan isu-isu hukum yang sudah dibahas dalam Panduan Hukum ini ketika 
menyumbang makanan atau menfasilitasi distribusi makanan yang disumbangkan kepada orang-orang yang 
membutuhkan. Untuk lebih memahami peraturan sumbangan makanan di Indonesia, para donor, perantara 
dan pengambil kebijakan harus menyelidiki undang-undang yang disebutkan dalam Panduan Hukum ini dan 
mencari nasihat hukum lebih lanjut, jikalau perlu.
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